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HALMAHBI]PATI E,RA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
oMoR rl8. q ffPTS/ Vt, l2oL5

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN UASAH PATSU APARATUR STPIL NEGARALrNGKUP PEMERTNTAH KABUPATEIV HALMARA BARAi

BUPATI HALIT{AHERA BARAT,

Menirnbang : a' bahwa berdasarkan surat Edaran Menteri pendayagunaan AparaturNegara Nomor: 03/2015 tentang penanganan' Ijasah parsu
AsNrrNI/PoLRI 

_ 
qi ringkungan Initansi pelmerintan dan suratKEMENPANRB R.r Nomor: B/i988/D.l.pANRB/06/zors hnggat 11 Juni

3015 tentang penanganan Ijasah parsu, ,uk untuk 
-;unauk*;

kelancaran penanganan tiasah palsu Bagi ap'aratui 
-ipiitvegara 

dimaksud,dipandang perru dibentuk Tim penanganan Ijasah paliu di Lirg-krp
Penrerintah Kabupaten Halmahera Barat;

b' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim eunariglnanIjasah. Palsu Apararur si6il Negara Lingkup pemerintah raorfriten
Halrnahera Barat;

Mengingat : 1' undang-undang Nonror 60 Tahun 
^l_gjg 

tentang penetapan undang_undang Nomor 23 Darurat rahun 1957 tentanl Femoentukan Daerah_
daerah swaranrra Tingkat rI Daram wirayah #r.h il;i;.ir.'irgk t rMaluku menjadi Undang-undang;

2. undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang_undang B Tahun 1974 tentang pokok_pokok feiegiwaian;
3. undangrundang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undanyundang Nomor 46 Tahun 1999 tentang reribentrt n-p.rj.ri'rrilrr1,

Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten tutitut<u Tenggara Barat;
4. undang-undang Nomor 1 Tahun.2003 tentang pembentukan Kabupaten

Halmahera utara, Kabupaten Harmahera setalan, rabupaten r"pri.run
!-ula,. Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di provinsi
Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
7. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan

antara Pemerintah pusat dan Daerah;
B. undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara(AsN);

9. undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
10. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan;

11. Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang pengeroraan
Keuangan Daerah;

Jalan pengabdian Desa Jati porniti. Kec. Jairoro Kode pos 977s2Kabupaten Harmahera Barat - Maruku ut"r, r"rp. roglCi i221-oi)i,"i;' (irirl2221oo1
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014

tentang nnggarJn eenAipatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera

Barat Tahun Anggaran 2015

Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur N999t1 dan Reformasi

Birokrasi R.I Nomor elf988/DtPANRB/05/2015 tgl 11 Juni 2015 tentang

Penanganan Ijasah Palsu.

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUS$N ;

j-\

Membentuk nm Penanganan Ijasah Palsu Aparatur sipil Negara Lingkup

pemerintah rauupJe-n- Halmahera Barat dengan susunan Tim

t"Uugui*una tercantum pada Lampiran Keputusan ini'

nm sebagaimana dimaKud Diktum Kesatu' bertugas: 
-

1. Melakukan i"r"riigiiiJan penelitian terhadap berkas Ijasah Aparatur

Sipil Negara Linglip pemerintah Kabupaten Halmahera Barau

Z. Berkoordinuti" iuni* ieturu6 SKPD untuk melakukan penelitian

terhadap Oof<umenlOokumen kepegawaian terutama berkaitan dengan

Ijasah natsu npiraiur Sipil trtegaia Lingkup Pemerintah Kabupaten

Halmahera Bara!
3. Bilamana t"rouput bukti-bukti otentik bahwa Aparatur Sipil Negara

menggunaka;-il*J;;isu, maka akan ditindak dan diberikan sanksi

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

lllmsebagaimanadimaksudDiktumKedua,dalammelaksanakantugas
dibantuolehSekretariatllmyangditunjukolehKetuaTimPenanganan
Ijasah palsu np.rutw sipil Negara [ingt<up Pemerintah [.abupaten

Halmahera Barat.

:SegalabiayayangakantimbulakibatdikeluarkannyaKeputusanini
dibebankan puol"ingguran penda_patan dan Belania Daerah Kabupaten

Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015'

: Keputusan ini mutai berlaku pada tanggal ditetapkan

2015

TembusnDisamPaikan kePada Yth ;

t. Menteri Dalam Negeridilakafta'
z. Badan pemerixsa ilIuff;i'-"I'akilan Maluku utara diTernate'

;: erGtnut Maluku utara diSofifi'

4. InspeKur rnspertJrl'i idil;"d^ Halmahera Barat di Jailolo'

;: ii#"r"- spKAb riu' r-ramurtera Bala! diJailolo

;;. i;;b.*rgkutan untuk diketahui dan seperlunva'

{,;
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LAMPIRAN

TENTANG

: KEPUTUSAN
NOMOR
TANGGAL

:t^it#ii,irffi'

-il*iiffir-ffi-t*oll'su'ffff'uR 'IPIL 
NEGARA

FARAT,

Pembina

Pembina

Koordinator

Wakil Koordinator

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Umum Setda Kab' Halbar

Halmahera Barat

'a Barat

Setda Kab' Halbar

BuPat'r Halmahera Barat

Wakil BuPati Halmahera

Sekretaris Daerah Kab'

Ass, Bid Pem dan Adm'

InsPeKur InsPektorat

KePala BKD Kab'

Kepala BPKAD Kab'

Kabag Hukum &

1

2

3

4

5

Anggota

Anggota

SekretariatTim

labatan Fungsional

labatan Struktural
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